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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana terorisme pada kegiatan 
(Pemilu) syirik akbar yang termasuk kafir dini berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Permasalahan hukum yang dibahas 

meliputi (1) Penerapan tindak pidana terorisme (2) pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR (3) Perspektif 

Islam mengenai syirik akbar dan kafir dini dalam pemilu. Penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian 
menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Penerapan tindak pidana 

terorisme dan Undang-Undang yang terbaru masih belum bisa mencegah untuk aksi 
terorisme, dengan demikian pemerintah dan instansi pemerintah harus lebih 

berkolaborasi guna mengurangi aksi terorisme. Menurut penulis bahwa 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 
1073/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR sudah tepat karena sesuai dengan peraturan 

pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa tersangka AGUS SALIM BIN 

IBRAHIM terbukti melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim mengadili 
dengan pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2003 yang di tetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2003. Dalam pandangan Islam mengenai terorisme sangat tidak 
dianjurkan dengan dampak merugikan pemerintah dan masyarakat sekitar. 
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